BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 Telepon (021)
8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el:humas@bkn.go.id

Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat; dan
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.
SURAT EDARAN NOMOR
19 TAHUN 2022
TENTANG

DOKUMEN PENILAIAN KINERJA DALAM USUL PENETAPAN
PERSETUJUAN/PERTIMBANGAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI
SIPIL

1. Latar Belakang
Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja
Pegawai Aparatur Sipil Negara diperlukan adanya pengaturan terkait dokumen
penilaian kinerja yang dipersyaratkan dalam usul penetapan

persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

2. Tujuan
Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini untuk menjadi panduan bagi Instansi
Pemerintah dalam melengkapi Dokumen Penilaian Kinerja yang dipersyaratkan
dalam usul penetapan persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat Pegawai

Negeri Sipil.
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Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

d.

Syarat usul penetapan persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat
Pegawai Negeri Sipil tahun 2023.
Syarat usul penetapan persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat

Pegawai Negeri Sipil tahun 2024 dan selanjutnya.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara; dan




Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

5. Isi Surat Edaran

d.

Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai yang diperlukan sebagai syarat kenaikan

pangkat untuk tahun 2023, meliputi:

1) Dokumen Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 Periode Januari-Juni 2021 sesuai
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013.

2) Dokumen Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai dan Laporan Dokumen
Penilaian Kinerja Periode Juli-Desember Tahun 2021 sesuai Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
8 Tahun 2021.

3) Dokumen Integrasi Hasil Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021 sesuai Surat
Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 3 Tahun 2021.

4) Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Tahunan dan dokumen Evaluasi Kinerja
Pegawai Tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022.

Dokumen yang diperlukan sebagai syarat kenaikan pangkat untuk tahun 2024

dan selanjutnya, meliputi dokumen Hasil Evaluasi Kinerja tahunan dan dokumen

Evaluasi Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6

Tahun 2022.
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Contoh:

Untuk kenaikan pangkat Tahun 2024, dokumen yang dilampirkan sebagai syarat,

terdiri atas:

1) Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja tahunan dan dokumen Evaluasi Kinerja
Pegawai Tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022.

2)  Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja tahunan dan dokumen Evaluasi Kinerja
Pegawai Tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022.

Dokumen yang diperlukan sebagai syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah,

kenaikan pangkat luar biasa, dan kenaikan pangkat pengabdian untuk tahun

2024 dan selanjutnya, meliputi dokumen Hasil Evaluasi Kinerja tahunan dan

dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai 1 (satu) tahun terakhir sesuai dengan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 6 Tahun 2022.

Format dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c

dapat diunduh melalui tautan bitly/formatdokumenkinerja atau dengan

memindai QR code berikut: ‘_Elz_"'“._ =
o

Usulan penetapan persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat harus

memenuhi syarat minimal predikat kinerja “Baik” sesuai pengaturan predikat
kinerja dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022.
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6. Penutup
Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku maka Surat Edaran Badan Kepegawaian
Negara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Tahun 2021 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 September 2022 Plt.
KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

‘& BIMA HARLA WIBISANA,

Tembusan Yth.:
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
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